MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 77 TAHUN 2019
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR PM 66 TAHUN 2016 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG
MENTERI PERHUBUNGAN KEPADA KEPALA BADAN PENGELOLA
TRANSPORTASI JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG, DAN BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa kewenangan Badan Pengelola Transportas!
Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi telah
diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM
110 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata kerja
Badan Pengelola Transportas! Jakarta, Bogor, Depok,
Tangerang, dan Bekasi;

b. bahwa untuk menghindari duplikasi pengaturan dan
memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas
dan fungsi Badan Pengelola Transportas! Jakarta, Bogor,
Depok, Tangerang, dan Bekasi perlu mencabut Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor PM 66 Tahun 2016 tentang
Pendelegasian Wewenang Menteri Perhubungan kepada
Kepala Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor,
Depok, Tangerang, dan Bekasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pencabutan



Mengingat

Menetapkan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 66 Tahun
2016 tentang Pendelegasian Wewenang Menteri
Perhubungan kepada Kepala Badan Pengelola
Transportas! Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan
Bekasi;

1 Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republikindonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3.  Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

4. Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2015 tentang
Badan Pengelola Transportas! Jakarta, Bogor, Depok,
Tangerang, dan Bekasi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 216);

5. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2019 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 110 Tahun
2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola
Transportas! Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan
Bekasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1555);

MEMUTUSKAN:
PENCABUTAN PERATURAN  MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR PM 66 TAHUN 2016 TENTANG PENDELEGASIAN
WEWENANG MENTERI PERHUBUNGAN KEPADA KEPALA
BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JAKARTA, BOGOR,
DEPOK, TANGERANG, DAN BEKASI.



Pasal 1
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor PM 66 Tahun 2016 tentang
Pendelegasian Wewenang Menteri Perhubungan kepada
Kepala Badan Pengelola Transportas! Jakarta, Bogor, Depok,
Tangerang, dan Bekasi (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 814), dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku.

Pasal 2
Peraturan Menteri ini  mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Desember 2019

MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1694



